Menimbang :

Mengingat

BUPATI BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT
NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI LAUT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Laut, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Daerah Kabupaten Banggai Laut;

1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tehun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Banggai Laut (Lembaran Daerah
Kabupaten Banggai Laut Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 21);



Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT.

BAB I
EKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1,
2.

P

10.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Laut.
Pemerintah Daerah adalah Bupati scbagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan wurusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Banggai Laut.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Banggai Laul.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daecrah adalah Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Dacrah Kabupaten
Banggai Laut.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Dacrah Kabupaten
Banggai Laut.

Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Kepegawalan
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kabupaten Banggai Laut.

Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah yang melaksanakan
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu,

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang

menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak
Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang
dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian
atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.



BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daecrah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupat
melalui Sekretaris Daerah,

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah terdini dari :
a. Kepala Badan:
b. Sekretaris Badan, membawahi :
I. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan, Keuangan
dan Aset; dan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Kepegawaian, membawahi :
1. Sub Bidang Data, Informasi, dan Fasilitas Profesi ASN;
2. Sub bidang Mutasi dan Kepangkatan; dan
3. Sub Bidang Pengadaan, Penilaian Kinerja Aparatur dan
Pemberhentian.
d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusis, membawahi :
1. Sub Bidang Pengembangan Karir dan Promosi;
2. Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan; dan
3. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
e. UPTB; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

-

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4

(1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah.

(2} Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah mempunyai fungsi :

a. penyusunan kebijakan tcknis sesuai dengan lingkup
tugasnya,

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup
tugasnya;



(1)

(2)

o

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya,
pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi
penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan
lingkup tgasnya;

pelaksanaan fungsi lain vang diberikan olch bupati sesuia
dengan tugas dan fungsinya,

BAB V
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Badan
Pasal 5

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Kepegawaian.
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan mempunyai
fungsi :

a.

b,

merumuskan kebijakan dan sasaran dibidang Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
merencanakan,  pengendalian, pengevaluasian, dan
pelaporan program Bidang Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Dacrah;
mengkoordinasikan pengujian dan penilaian kebenaran
laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpanan
atau penyalahgunaan tugas perangkat daerah;
mengkoordinasikan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;

melakukan pembinaan dan pengarahan personalia,
perlengkapan, keuangan dan dokumen badan;

melakukan pengelolaan administrasi umum  meliputi
ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, pengembangan,
perlengkapan dan peralatan;

melakukan penilaian prestasi kerja pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah secara objektifitas, terukur, akuntabel, partisipatif
dan transparan,

melakukan pembinaan PNS berdasarkan prestasi kerja dan
sistem karier pada badan kepegawaian dan pengembangan
sumber daya manusia daerah; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
tugas dan fungsinya.



Bagian Kedua
Sekretaris Badan

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

(1) Sekretaris Badan mempunyai tugas membantu Kepala Badan
dalam melaksanakan pelayanan administrasi, merencanakan,
mamantau, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan
program keuangan dan aset, umum dan kepegawaian
dilingkungan badan serta mengkoordinasikan pelaksanaan
tugas dan fungsi bidang-bidang.

Dalam melaksanakan tugas, sekretaris Badan mempunyai
fungsi :

(2)

a.

merencanakan operasional kerja Sekretaris Badan
berdasarkan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan

sebagai pedoman kerja,

mengkoordinasikan segala kegiatan diantara bidang dalam
lingkup badan;

melakukan pengaturan dan pembinaan kerjasama dalam
pengurusan administrasi badan;

memberikan  petunjuk analisis dan pengembangan
lingkungan badan;

mengkoordinasikan perencanaan program, pelaksanaan,
pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan badan;
memberikan petunjuk pembinaan organisasi, pendidikan
dan latihan dalam rangka pengembangan sumber daya
aparatur badan;

melakukan pengaturan urusan tata usaha, perencanaan
program, evaluasi pelaporan, keuangan dan aset serta
pembinaan kepegawaian;

melakukan pengaturan tata naskah dinas dan rumah
tangga badan;

memberikan petunjuk pemeliharaan keamananan dan
ketertiban dalam lingkungan badan;

melakukan pembinaan perpustakaan badan;

melakukan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas
sub bagian umum dan kepegawaian serta sub bagian
perencanaan, evaluasi pelaporan, Keuangan dan aset;
melakukan pengembangan pelaksanaan tugas sub bagian
umum dan kepegawaian serta sub bagian perencanaan,
evaluasi pelaporan, keuangan dan aset;

. mengevaluasi pelaksanaan tugas sub bagian umum dan

kepegawaian serta sub  bagian perencanaan, evaluasi
pelaporan, keuangan dan aset;
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melakukan penilaian prestasi kerja pada sub bagian umum
dan kepegawaian serta sub bagian perencanaan, evaluasi
pelaporan, keuangan dan asset secara objektifitas, terukur,
akuntabel, partisipatif dan transparan;

melakukan pembinaan PNS berdasarkan prestasi kerja dan
sistem Kkarier pada sub bagian umum dan kepegawaian
serta sub bagian perencanaan, evaluasi pelaporan,

keuangan dan aset,

melakukan pelaporan hasil pelaksanaan tugas sekretaris
badan kepada kepala badan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan,
Keuangan dan Aset

Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan, Keuangan dan
Aset, melaksanakan fungsi :

a.

c,

merencanakan, melaksanakan, mengendalikan,
mengevaluasi dan melaporkan kegiatan program kerja sub
bagian perencanaan, evaluasi pelaporan, keuangan dan
aset kepada sekretaris berdasarkan ketentuan Perundang-
undangan yang berlaku;

menghimpun dan mempelajari Peraturan
Perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman serta
bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas sub
bagian perencanaan, evaluasi pelaporan, keuangan dan
aset;

menghimpun dan menyiapkan bahan-bahan secara
menyeluruh untuk menyusun rencana kegiatan dinas;
memifasilitasi pelaksanaan koordinasi dengan bagian dan
bidang lainnya untuk menyiapkan bahan penyusunan
rencana kerja tahunan;

menyiapkan dan menvusun rencana kerja tahunan secara
periodic serta menyiapkan dan menyusun dokumentasi
RKA untuk ditindak lanjuti dokumen pelaksanaan
anggaran (DPA) badan;

melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan
program/kegiatan badan serta menyiapkan tindak lanjut
hasil monitoring untuk melaporkan kepada sekretaris;
menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan
kepegawaian dan menyusun renstra, lakip badan;
melaksanakan analisis keuangan, perbendaharaan,
verifikasi, monitoring evaluasi anggaran dan pelaporan
keuangan dan aset;



i. melaksanakan administrasi  perencanaan, evaluasi
pelaporan, keuangan dan aset;

j- melaksanakan pembinaan terhadap bendahara
penerimaan/pengeluaran dan penyimpan/pengurus barang
badan;

k. melakukan penilaian prestasi kerja pada pelaksana sub
bagian perencanaan, evaluasi pelaporan, keuangan dan
aset secara objektifitas, terukur, akuntabel, partisipatif dan
transparan;

. melakukan pembinaan PNS berdasarkan prestasi kerja
dan sistem karier pada pelaksana sub bagian perencanaan,
evaluasi pelaporan keuangan dan asset; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai tugas stal sub bagian perencanaan, e¢valuasi
pelaporan, keuangan dan asel.

Paragraf 3
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, melaksanakan fungsi :

a. merencanakan kegiatan dan program kerja Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;

b. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-
undangan, kebijakan teknis, pedoman serta bahan-bahan
lainnya yang berhubungan dengan tugas sub bagian umum
dan kepegawaian;

¢, mengumpulkan, dan menginventarisasi permasalahan serta
melaksanakan pemecahan permasalahan yang
berhubungan dengan tugas-tugas urusan umum dan
kepegawaian;

d. memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan,
perpustakaan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/
pendistribusian, penerimaan tamu, kehumasan dan
protokoler;

e. melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan, ruang
rapat/pertemuan, komunikasi dan sarana/prasarana
badan;

f. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan
dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan
yang lainnya;

g. melaksanakan penyelenggaraan admistrasi kepegawaian;

h. melaksanakan proses penetapan gaji berkala PNS;

memfasilitasi usulan pengadaan, pengangkatan, mutasi,

kesejahteraan, pegawai, cuti, penilaian, pemberian
sanksi/hukuman, dan pemberhentian/pensiun, serta
pendidikan dan pelatihan pegawai;



j» menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis
kebutuhan dan pengadaan perlengkapan/sarana kerja
serta  investarisasi, pendistribusian, penyimpeanan,
perawatan dan penghapusannys:

k. melakukan penilaian prestasi kerja pada pelaksana sub
bagian umum dan kepegawaian secara objektifitas, terukur,
akuntabel, partisipatif dan transparan,

. melakukan pembinaan PNS berdasarkan prestasi kerja dan
sistem karier pada pelaksana sub bagian umum dan
kepegawaian,

m. melaksanakan pengawasan, pengarahan dan evaluasi
pelaksanaan tugas pada pelaksana sub bagian Umum dan
kepegawian baik secara lisan maupun tertulis;

n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas stafl Sub bagian Umum
dan kepegawaian kepada Sekretaris; dan

0. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai tugas sub bagian umum dan kepegawaian.

Bagian Ketiga
Paragraf 1
Bidang Kepegawaian

Pasal 9

(1) Kepala Bidang Kepegawaian mempunyai tugas membantu
Kepala Badan dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan
kebijakan-Kebijakan dibidang kepegawaian.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Kepegawaian
mempunyai fungsi :

a. merumuskan kebijakan pengadaan, pemberhentian dan
informasi;

b. menyusun rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan
untuk pelaksanaan pengadaan;

¢. menyelenggarakan pengadaan Pengawai Negeri Sipil (PNS)
dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);

d. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi
pemberhentian;

¢. memverifikasi dokumen administrasi pemberhentian;

f. memverifikasi data base informasi kepegawaian;

g. mengkoordinasikan penyusunan informasi kepegawaian;

h. memfasilitasi lembaga profesi ASN;

i. mengevaluasi dan pelaporan kegiatan pengadaan,
pemberhentian dan pengelolaan informasi;

j- merumuskan kebijakan mutasi dan menyelenggarakan
proses mutasi;

k. mengkoordinasikan pelaksanaan mutasi serta
memverifikasi dokumen mutasi;

l. mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan mutasi;



m. merumuskan kebyjakan penilaian kinerja aparatur dan

merencanakan pelaksanaan kegiatan penilai  kinena
aparatur;

mengkoordinir kegiatan penilaian Kinerja aparatur dan
mengevaluasi hasil penilaian kinerja aparatur;

melakukan pembinaan PNS berdasarkan prestasi kerja
dan sistem karier pada sub bidang data, informasi dan
fasilitasi profesi ASN, sub bidang mutasi dan kepangkatan,
dan sub bidang pengadaan, penilaian kinerja aparatur dan
pemberhentian;

mengevaluasi pelaksanaan tugas pada sub bidang data,
informasi dan fasilitasi profesi ASN, sub bidang mutasi dan
kepangkatan, dan sub bidang pengadaan, penilaian kinerja
aparatur dan pemberhentian serta melakukan penilaian
prestasi kerja pada sub bidang data, informasi dan fasilitasi
profesi ASN, sub bidang mutasi dan kepangkatan, dan sub
bidang pengadaan, penilaian kinerja aparatur dan
pemberhentian secara objektifitas, terukur, akuntabel,
partisipatif dan transparan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai tugas bidang kepegawaian.

Paragraf 2
Sub Bidang Data, Informasi, dan
Fasilitas Profesi ASN
Pasal 10

Sub Bidang Data, Informasi dan Fasilitasi ASN mempunyai
fungsi :

a.

b.
C:
d.

mengelola sistem informasi Sistem Aplikasi Pelayanan
Kepegawaian (SAPK);
menyusun data kepegawaian;
meneliti dan memverifikasi dokumen kepegawaian;
menyelenggarakan kearsipan dan dokumentasi data pokok
pegawai,
melakukan peremajaan data (Update) PNS secara berkala;
melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang
kepegawaian;
mengevaluasi sistem informasi kepegawaian,;
merencanakan dan melaksanakan fasilitasi kelembagaan
profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya);
mengelola administrasi umum, kepegawaian dan kegiatan
keorganisasian untuk mendukung tugas dan fungsi
lembaga profesi ASN;
mengkoordinasikan tata hubungan kerja di setiap jenjang
Kepengurusan;
melakukan pembinaan PNS berdasarkan prestasi Kkerja
dan sistem Kkarier pelaksana pada sub bidang data,
informasi dan fasilitasi profesi ASN;
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m.

mengevaluasi pelaksanaan tugas pada pelaksana sub
bidang data, informasi dan fasilitasi profesi ASN;
melakukan penilaian prestasi kerja pada sub bidang data,
informasi dan [asilitasi profesi ASN secara objektifitas,
terukur, akuntabel, parusipatf dan transparan; dan

. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas sub bidang data informasi dan fasilitasi profesi
ASN,

Paragraf 3
Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan

Pasal 11

Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan, melaksanakan fungsi:

a.
b.
C.

e oo

"

merencanakan dan melaksanakan mutasi;

memverifikasi dokumen mutasi;

melaksanakan administrasi penempatan dari dan dalam
jabatan pegawai berdasarkan klasifikasi jabatan;
mengevaluasi dan pelaporan kegiatan mutasi;

membuat daftar penjagaan kenaikan pangkat;
memverifikasi berkas usul kenaikan pangkat;

mengusulkan berkas kenaikan pangkat;

memverilikasi Draft Keputusan Kenaikan Pangkat;
mengevaluasi dan pelaporan hasil kegiatan kepangkatan;
melakukan pembinaan PNS berdasarkan prestasi kerja dan
sistem karier pelaksana pada sub bidang mutasi dan
kepangkatan;

mengevaluasi pelaksanaan tugas pelaksana pada sub
bidang mutasi dan kepangkatan;

melakukan penilaian prestasi kerja pada sub bidang mutasi
dan kepangkatan secara objektifitas, terukur, akuntabel,
partisipatif dan transparan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai tugas sub bidang mutasi dan kepangkatan.

Paragraf 4
Sub Bidang Pengadaan, Penilaian Kinerja Aparatur
dan Pemberhentian

Pasal 12

Sub bidang Pengadaan, Penilaian Kinerja Aparatur dan
Pemberhentian, melaksanakan fungsi:

gRoopR

merencanakan dan melaksanakan pengadaan;

memproses pengangkatan CPNS;

memproses usul penetapan NIP CPNS;

memproses pengangkatan CPNS menjadi PNS;

memproses administrasi usul pengangkatan PNS bagi
CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dai 2 (dua)
tahun;



(1)

(2)

w oo

Rl

menyusun konsep pelaporan pelaksanaan pengadaan;
melaksanakan proses usul Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu
Istri (KARIS)/Kartu Suami (KARSU) dari PNS, Kartu
Tabungan Asuransi PNS (TASPEN]) dan administrasi
pengambilan Tabungan Perumahan (TAPERUM);
memproses dokumen pemberhentian PNS;

membualt dafltar penjagaan pensiun;

memverifikasi dokumen usulan pensiun;

mengevaluasi dan pelaporan pengadaan dan
pemberhentian PNS;

merencanakan dan melaksanakan penilaian dan evaluasi
kinerja aparatur;

. membuat informasi terkait indikator penilaian kinerja

aparatur;

menganalisis hasil penilaian kinerja apatur;

mengevaluasi dan pelaporan hasil penilaian kinerja
aparatur;

melakukan pembinaan PNS berdasarkan prestasi kerja dan
sistem karier pelaksana pada sub bidang pengadaan,
penilaian kinerja aparatur dan pemberhentian;
mengevaluasi pelaksanaan tugas pelaksana pada sub
bidang pengadaan, penilaian Kkinerja aparatur dan
pemberhentian;

melakukan penilaian prestasi kerja pada sub bidang
pengadaan, penilaian kinerja aparatur dan pemberhentian
secara objektifitas, terukur, akuntabel, partisipatif dan
transparan; dan

melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh pimpinan
sesuai tugas sub bidang pengadaan, penilaian kinerja
aparafur dan pemberhentian.

Bagian Keempat
Paragraf 1
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pasal 13

Bidang Pengembangan SDM mempunyai tugas membantu
Kepala Badan dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan
kebijakan-kebijakan tehnis di bidang pengembangan sumber
daya manusia.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pengembangan
SDM mempunyai fungsi :

a.
b.
e

d.

merumuskan kebijakan pengembangan kompetensi;
menyelenggarakan pengembangan kompetensi;
mengkoordinasikan dan kerjasama pelaksanaan secleksi
jabatan;

merencanakan kebutuhan diklat penjenjangan dan
sertifikasi;



memfasilitasi pelaksanaan diklat teknis fungsional,
mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan
kompetensi;

merumuskan kebijakan disiplin dan penghargaan;
merencanakan pelaksanaan  kegiatan  disiplin  dan
penghargaan;

memverifikasi usulan pemberian disiplin dan penghargaan;
mengkoordinasikan  usulan pemberian  disiplin @ dan
penghargaan;

mengevaluasi dan pelaporan disiplin dan penghargaan;
merumuskan kebijakan pengembangan karir dan promosi;
menyelenggarakan proses pengembangan karir dan
promaosi;

mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan karir dan
promosi;

memverifikasi dokumen pengembangan karir dan promosi;
mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan
karir dan promosi;

melakukan pembinaan PNS berdasarkan prestasi kerja
dan sistem karier pada sub bidang pengembangan karir
dan promosi, sub bidang disiplin dan penghargaan, dan
sub bidang pendidikan dan pelatihan;

mengevaluasi  pelaksanaan tugas pada sub  bidang
pengembangan karir dan promosi, sub bidang disiplin dan
penghargaan, dan sub bidang pendidikan dan pelatihan;
melakukan penilaian prestasi kerja pada sub bidang
pengembangan karir dan promosi, sub bidang disiplin dan
penghargaan, dan sub bidang pendidikan dan pelatihan
secara objektifitas, terukur, akuntabel, partisipatifl dan
transparan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesual tugas bidang pengembangan sumber daya manusia
(SDM).

Paragraf 2
Sub Bidang Pengembangan Karir dan Promosi

Pasal 14

Sub bidang Pengembangan Karier dan Promosi, melaksanakan
fungsi :

a.

b.
c.
d

menyusun pedoman pola pengembangan karier PNS;
menyusun Daftar Urutan Kepangkatan;
menganalisis dan memverifikasi berkas usulan promosi;
mengevaluasi dan pelaporan pengembangan karir dan
promosi;
melaksanakan fasilitasi kegiatan pengembangan
kompetensi;
memverifikasi berkas usulan kompetensi teknis, manajerial
dan sosial;
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g. membuat konsep pelaksanaan seleksi jabatan;

h. melaksanakan administrasi proroosi / rotasi jabatan;

. menganalisis metode yang akan digunakan dalam
pengembangan kompetensi aparatur;

j. mengevaluasi dan pelaporan hasil kegiatan pengembangan
kompetensi;

k. melakukan pembinaan PNS berdasarkan prestasi kerja dan
sistem karier pada pelaksana sub bidang pengembangan
karir dan promosi;

I. mengevaluasi pelaksanaan tugas pelaksana pada sub
bidang pengembangan karir dan promosi;

m. melakukan penilaian prestasi kerja pada sub bidang
pengembangan karir dan promosi secara objektifitas,
terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
scsuai tugas sub bidang pengembangan karir dan promosi.

Paragraf 3
Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan
Pasal 15

Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan, mempunyai fungsi :
merencanakan dan melaksanakan pembinaan aparatur;
memverifikasi tingkat kehadiran aparatur;

memproses kasus-kasus pelanggaran disiplin aparatur;

melaksanakan proses pemberhentian PNS;

melaksanakan proses izin perkawinan dan perceraian PNS;

menyusun dan memproses usulan pernberian penghargaan;

menyiapkan bahan dan data pelaksanaan pengambilan
sumpah janji PNS;

h. mengevaluasi dan pelaporan hasil kegiatan pada sub
bidang disiplin dan penghargaan;

i. melakukan pembinaan PNS berdasarkan prestasi kerja dan
sistem karier pelaksana pada sub bidang disiplin dan
penghargaan;

j- mengevaluasi pelaksanaan tugas pelaksana pada sub
bidang disiplin dan penghargaan;

k. melakukan penilaian prestasi kerja pada sub bidang
disiplin dan penghargaan secara objektifitas, terukur,
akuntabel, partisipatif dan transparan; dan

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai tugas sub bidang disiplin dan penghargaan,
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Paragraf 4
Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Pasal 16

Sub bidang Pendidikan dan Pelatihan, melaksanakan fungsi :

a. menyusun daftar kebutuhan Diklat Prajabatan, Diklat
Kepemimpinan dan Diklat Teknis/Fungsional;

b. menginventaris data calon peserta diklat prajabatan, diklat
kepemimpinan dan diklat teknis/fungsional,

c. mengusulkan  peserta diklat  prajabatan, diklat
kepemimpinan dan diklat teknis/fungsional;

d. mengkoordinasikan dan kerjasama pelaksanaan diklat
prajabatan, diklat kepemimpinan dan diklat
teknis/ fungsional;

e. mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan diklat
prajabatan, diklat kepemimpinan dan diklat
teknis/ fungsional;

f. mengusulkan peserta sertifikasi sesuai bidang keahlian;

g memproses usulan peningkatan kualifikasi pendidikan;

h. melakukan pembinaan PNS berdasarkan prestasi kerja dan
sistem karier pelaksana pada sub bidang pendidikan dan
pelatihan;

i. mengevaluasi pelaksanaan tugas pelaksana pada sub
bidang pendidikan dan pelatihan;

j- melakukan penilaian prestasi kerja pada sub bidang
pendidikan dan pelatihan secara objektifitas, terukur,
akuntabel, partisipatif dan transparan; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuali tugas sub bidang pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kelima
UPTB

Pasal 17

Unit Pelaksana Teknis Badan yang sclanjutnya disebut UPT
Badan adalah unsur pelaksana teknis badan vang
melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional di Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah mempunyai
tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan
kebutuhan.



Pasal 19

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga

dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dalam
berbagai kelompok sesuai dengan keahhiannya.

(2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan

kebutuhan dan beban kerja.

(3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai

(1)

(2)

(3)

(4)

peraturan perundang-undangan vang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan satuan
organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar
satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta
dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai
dengan tugas masing-masing.

Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib  mengawasi
bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan
agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Sctiap Pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab
memimpin  dan mengkoordinasikan bawahan masing-
masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahannya.

Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan
masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada
waktunya.

Setiap laporan vang diterima oleh Pimpinan satuan
organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan
sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan
untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada seat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Banggai Laut Nomor 21 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2015 Nomor 21) dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 22
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setap orang mengetahuinya, memerintahkan

Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bangga: Laut.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 1% i 201}

{ BUPATI BANGGAI LAUT,

i wenny o

Diundangkan di Banggai
pada tanggal |2 Jeunl 2017}

% SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2017 NOMOR 38



